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TENTANG

Dr RUMAH'l?,TlAllfl SXiHffitf#Xiffi%,NcKUNG
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Olrtober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-
LO-2023l. di Semarapura telah diadakan pedanjian antara pihak yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. dr. I WAYAN IYADI : Jabatan Dokter umum yang berkedudukan di
Jalan Dewi Sartika No. L4 Semarapura Kec.
Klungkung Kab. Klungkung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
merrakili Tempat Praktek Dokter Umum
berdasarkan Surat Ijin Praktek Dokter Nomor
44O lZBISIPD/DPMPTSP/ 2Al7 , Selanjutnya
disebut 33PIHAK KESATU".

2. dr. f IIEIIGAH UIIIYATA,
Sp.B-KBD

Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Klungkung Nomor 82L IOLIBKPSDM/ 2A23
tanggal 5 Janu art 2A23 tentang Pengangkatan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klungkung dalam hal ini bertindak atas nama
dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut
sebagai PIIIAK K0DUA.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIIIAII XF,SATU dan PIHAII IIEDUA,
selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PII{AK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PII{AIi KESATU adalah Klinik yang merujuk pasien untuk pemeriksaan
Radiologi dan atau laboratorium (Patologi Klinik,Patologi Anatomi dan
Mikrobiologi).

2. PIIIAK IIEDUA adalah Rumah Sakit yang melakukan pemeriksaan terhadap
bahan atau pasien untuk pemeriksaan laboratorium (Patologi Klinik,Patologi
Anatomi dan Mikrobiologi).
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3. Berdasarkan hat-hat tersebut diatas pARA prHAr( sepakat untuk mengadakankeqiasama dalam hal pelayanan rujukan parsial bagi pe";erta u*"* o*rr.lu*rr*Kesehatan Nasional (JKN)- untuk p.*".ik".r, penunjang di tempat ,IHA,.KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DASAR Ifl'XIIM
Pasal I

1. Y."d3"s,91dang Nomor 69 Tahun 195g tentang pembentukan Daerah-daerahTingkat II, dalam wilayah Daerah-daerah trngtat I aari, N""" t "gs"* Barat dan
- ]t{usa Tenggara Timur (Lemtaran Negara Repubtik Indonesia N"*Elossl;2' undang-undang Nomor 17 tahun -oza t"rrt ng Kesehatan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 105, Tambahan r,embara'Negara Repubrik
Indonesia Nomor 6658);

3' unda,-g.-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (r,embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor ls5, Tambah"r, r**urr"r, NegaraRepublik Indonesia Nomor 5072);4' undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (rrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor-S5gfl, sebagaimana telah diubah beberapa "kari
teralhir dengan undang-undang Nomor 9lahun 2015 rc"t 

"gF"*bahan KeduaAtas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang t#;ri.;han Daerah(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun zors"No-o. Gar- t"-u.t"r,
_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Peraturan Pemerintah Nomor 5o rahun 2ooz teitang Tata cara pelaksanaan

Keqiasama Daerah (LembaranlegaraRepublik Indonesii tanunzoof ivo mor rr2,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a76ll; - - -
6' Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 22 Tahun 2oo9 tentairg petunjuk reknisTata Cara Ke4'asama Daerahj
7' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2oo9 tentang Tata cara
^ Pembinaan dan Pengamatan Keqiasama Daerah;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2os2/MENKES/wR/x/2o1 1 Tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan praktik Kedokteran.9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l rahun 2013 tanggal 12 November 2ol3
_ ^ tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Ni-sional;
10. P-eraturan Bupati Krungkung Nomor 37 Tahun 2orz k;t,.n; Tarif LayananKesehatan Pada Badan Layanan umum Daerah Rumah sakit" umum DaerahKabupaten Klungkung;
1 1 . Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 201 1 tentang penetapa-n Rumahsakit umum Daerah Kabupaten Kl-ungkung untuk Menerapr.i" por" p""geloraan

Keuangan Badan la.yanan Umum Dae-rah; -

MAI(ST'D DAIT TUJUAIT
Pasal 2

(1) PARA.-PTHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam har ryiukanpemeriksaan penunjang, dimana plr{Ar( KEsATtiakan *".rgi.i* pasien untukdilal<ukan pemeriksaan penunjang di tempat prrrAx fiEDuA, i"r, iiuex xeoulmenerima maksud tersebut dengan meraksanakan pemeriksaan p"rr"".;urrg y"rgdibutuhkan dan sesuai dengan permintaan PIHAI{ KESATU. '

Pihak I *{
Pihak 2 {



(2) Tujryn sebagai pedoman kerjasama pelayan,n kesehatan, agar setiap pasienmendapat pelayanan sesuai dengan t<etutuhan klinisnya. '

RUAITG LIIIGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasafira pemeriksaan penunjang meliputi :

a.
b.
C.

Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan

Laboratorium {Patologi Klinik dan patologi Anatomi};
Radiologi.
Diagnostik dan terapi.

CARA PEI{TRIMAAJT RUTIUI(AJT
Pasal 4

(1) P-asien yang akan di rujuk_bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas pIIIAI(
I(ESATU ke tempat PII{AII f<eOUC.

(2) P-asien yang dikirim oreh petugas prHArr Ktsaru dikonfirmasikan terlebihdahulu oleh PIIIAK Xf^SatU kepada PIIIAII KEDUA.

(3) Bahan pemeriksaan yang dirqiuk/dikirim oleh pIHAr( xtsATU harusmemen,hi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau samfre yang telahditetapkan.

(4) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirqiuk oleh prr{Arr xEsaru harusdile_ngkapi dengan identitas yang lengkaf antara lain:- Nama pasien;
- Umur/tanggal lahir;
- Nama dokter;
- Nomor Medical Record (CM);
- Jenis pemeriksaan yang diminta;- Diagnosa Klinis dan Diagnosa patologi;
- copySEP.

(5) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh prtrAII
KEDUA tidak memenuhi persyaratan atau tidak t"rrgtip *"r." prrilx xtDUAberhak menolak bahan_ p_emeritsaan dengan terlebih- dahulu menghubungiPIITaK r{tsATu dan pIIrAr( KESATU wajibirntuk mer""gr."pi p"r"y.r"t"r, .t",,identitas gglagaimnn€r diatur dalam ayai4 (empat) pasat-ini.

(o) fa{ kasus/pelayanan_Emergency pasien atau bahan rujukan yang berumlengkap persyaratan administrasinya bisa menyusur dalam waktu zx2+ jamhari kerl'a.

(z) !_1g11Uanan pemeriksaan p:"q"jalq yang sudah diserahterimakan, pIIIAK
ITEDUA wqiib membuatkan rincian ti"v" 6,gilr"" ;t"k-";iid;Leriksaanpenunjang sebogai dasar penagrhan.

(8) Pengiriman pasien dari plrrAr( KESATU ke tempat pIIrAr( KE]DUA, dalamkeadaan stabil menggunakan ambulance Rumah sakit prrrAx xEsATU.

Pihak 1 N"
Pihak 2 T



HAI( DAI{ I(EWA"'IBAI{ PARA PIIIAI{
Pasal E

(1) Kewajiban PIHAII KES/ITII :

a. Mengirim pasien/ bahan 
- 
pemeriksaan penunjang ke tempat prrrAxr xtDuAuntuk dilakukan pemeriksaan vang dilengkapi iengan 

"i;;t;;-;;""tar dariPIHSI( KESATU;
b. Mengantarkan pasien dengan ambulance fe dan dari tempat pIIrArr XEDUA;c. Melakukan pembayaran atas kraim yang diajukan 

"t"t 
prirefilp,oue.

(2) Hak PII{AK KESATIT:

a. PIHAI( KESA?U.*:|* men{ap1t pelayanan pemeriksaan penunjang di
_ tempat PIIIAII IIEDUA dengan baik;
b. !I91da,nat t"p..:-lql 

lemeriksaan/pelayanan penunjang yang telahdilakukan oleh pIIIAK KEDUA.

(3) Kewajiban PIHAI( I{EDUA

a. Memberikan pelayanan penunjang kepada pasien pIHAr{ KESATU denganbaik sesuai standar pelayanan;
b Memberikan laporan hasil atas tindakan pe,ayanan penunjang yang telahdilakukan terhadap pasien pIIIAI( IGSATU;
c. Mengajukan klaim taSh11- alg biaya pelayanan penunjang yang telahdiberikan kepada peserta JKN PII{AI( keietU.

(a) Hak PII{AII KEDUA :

Mendapat informasi atas pasien yang akan dilakukan tindakan penunjang
yang dikirim oleh PIHAK KESATU;
Mendapat pembayaran 

. 
atas jasa yang telah dilakukan terhadap pasienrIHAK KEsATu, sesuai tarif harga pemeriksaan sebagaimana diatur pada

Pasal 6.

PEITAGIHAIT DAN PEMBAYARAN
Pasal 6

(1) untuk pasien umum tarif sesuai dengan tarif PIHAK KEDUA. setiap seresaimelakukan tindakan, pasien/keruarga rangsung membayar secara tunaisebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.

(2) untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tarif sesuai dengan tarifPIHAI( KEDUA;

(3) Dokumen penagihan yangtrarus diajukan oleh prrrAr( KED-ua kepada prHAK
fiESATU adalah surat tagihan yang dilampin :a. Rincian biaya perawatan;
b. Surat Rujukan dan Surat Eligibilitas peserta.

a.

b.
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(4). Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK XTSATU dengan mentransfer ke

rekening PIIIN( KEDUA di ke rekening Bank Mandiri Cabang Klungkung

Nomor rekening 1450044464440 atas nama RSUD KAB KLUNGKUNG.

(5) Untuk biaya transfer dalam rangka pembayaran dalam ayat (3) pasal ini
dibebankan kepada PIIIAI( NTSATU dan bulrti transfer agar di fax ke Faximail
PIHAK I(EDUA atau diinfo ke Nomor Korespondensi pada pasal 8.

JANGI{A WAKTU PERJAITJIAII
Pasal 7

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai
tanggal Tiga Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-10-2023) sampai dengan
tansgal Dua Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat (A2-rc-2O261.

(2) Apabila PARA PIHAI( ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran
dari perjanjian Ke4'asama ini, maka PARA PII{AK berkewajiban untuk
memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhimya masa perjanjian ini.

KORTSPOITDEilSI
Pasal 8

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan danlatau komunikasi
lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan
dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau handphone (yang harus
dikonfirmasikan kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespodensi
sebagai berikut :

PIHAII I(F^9ATU

1

Nama dr. I Wayan Nadi

Jabatan Dokter Umum

No telpon & Fax 08 1338685213

PIHAK KEDUA

1

Nama Ns. I Wayan Suardana,S.Kep

Jabatan Kabid Penunjang Pelayanan Medis

No telpon & Fax 0366 2LL72

2

Nama I Gusti Putu Widiyasa, SH

Jabatan Ka.Sub.Bag. Hukum, Humas dan Kerjasama

No telpon & Fax +62 818-48 4-247
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KEADMI{ MEIIAXSA (FTORCD W*ntna)
Pasal 9

(1) Yangdimaksud dengan.keadgl memaksa (Force Majeure)daram perjanjian iniadalah suatu kejadian diluar kekuasaaan manusia r-.-r., tidak tlrilatas padagempa bumi, banjir, Snqn topan, kebakaran .epidemi, pemogokan massal,perang, huru hara dan kebliakan pemerintah dibidang ddi;E;;ritik yangberhubungan Langsung dengan peiaksanaan perjanji; ini.

(2) Dalam hat terjadinya {a{3tl,rvremaksa(Fore Majeure) sebagaimana dimaksudpada ayat (1), SALAH SATU prHAK wajib memberitlhu6; k6;ililak rainnyasecara terturis selambat.lambatnya 7 x 24 jan sejak terjadiny ; Fr;; Majeure.Apabila dalam waktu tersebut yang rer;ngkutan tidak *"*t"rit irrro.kepada pihak lainnya rnaka Force Mejzure dianegap tidak pernahi.ri"ai.

PEITYELESAIAI{ PERSELISIHAIT
Pasal 1O

(1) {i53 leqiadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan peq'anjian ini, maka pARA
PIr{aK sepakat untuk menyelesaikan permasarahan tersetut "*Jd 

musyawarahguna mencapai mufakat.

(2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka pARA prHArr
sepakat untuk menyelesaikan permasalahin tersebut melalui panitera pengadilan
Negeri Gianyar

PEItUTT'P
Pasal 11

(1) Perjanjian Kedasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai ."rt mi*punyaikeliuatan h;d;y;g 
"u-".

(2) Perubahan/addendum terladag perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku danmengikatjika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. "

(3) HaI hal yang belum diatur dalam pedanjian ini akan diseresaikan secaramusyawarah dan akan diatur kemudian 
-beidasarkan 

p.r""t";-u".r-tertulis olehPARA PIIIAI(

PIHAI( KESATU KEDUA
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